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PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama,  dalam  persidangan  secara  elektronik  oleh  majelis  hakim  secara

elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RIDWANSYAH  BIN  KICING,  NIK.  6402041507890003,  tempat  dan

tanggal  lahir  Telake,  08  September  1993,

agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxx  xxxxxx,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 01,

xxxxxxx,  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx  xxxxx,  dengan

domisili  elektronik  pada  0853469113673  /

iwanridwansyah19958@gmail.com,  sebagai

Pemohon;

melawan

WATI  BINTI  LA  NURUNG, NIK.  6402046609880001,  tempat  dan

tanggal lahir Tanjung berukang, 26 September

1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

xxxxx xxxxxxxxx x, xxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxx,  Kalimantan

Timur, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  02

Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1383/Pdt.G/2024/PA.Tgr,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal  03 November 2013 terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 063/31/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  kemudian membina

rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan

bertempat tinggal di  rumah sewaan di Desa Sungai  Meriam, Kecamatan

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 10 tahun;  

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  belum

dikaruniai anak;  

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  semula

berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  ada  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengakaran  yang  terjadi  antara  Pemohon

dengan Termohon tersebut  disebabkan karena:  Masalah keturunan yang

mana Termohon selalu menolak ketika Pemohon meminta untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan untuk program kehamilan;  

6. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak bulan Februari tahun 2024, hingga sekarang selama lebih kurang 10

Bulan,  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal karena

Termohon telah  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  yang

mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di

rumah  sendiri  di  Desa  xxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon

di Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palaran, xxxx xxxxxxxxx;  

7. Bahwa sejak  berpisahnya  Pemohon dan  Termohon  selama 10 bulan,

maka  hak  dan  kewajiban  suami  istreri  tidak  terlaksana  sebagaimana
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mestinya  karena  sejak  saat  itu  Termohon  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;  

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa

rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  dapat  lagi

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Termohon;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Tenggarong;  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

SUBSIDAIR:

         Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan Kutipan

Akta  Nikah Nomor:  063/31/II/2014  tanggal  13  Februari  2014,  bermeterai

cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya

dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P), diberi tanggal

dan diparaf;

 Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama

berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  bidang

perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;
T  t.hadir | P sendiri

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah

ditetapkan,  Pemohon  telah  hadir  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan  Termohon  tidak  hadir,  dan  tidak  mengirim  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  melalui  media  massa  karena  Termohon  tidak  diketahui
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keberadaaanya saat ini (ghaib). Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula

disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu

hadir,  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  pihak

Pemohon  dengan  memberikan  nasehat  seperlunya,  namun  tidak  berhasil,

dengan demikian pemeriksaan perkara  a quo telah memenuhi maksud pasal

154  Rbg,  juncto Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  untuk  hadir  di

persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang

sah menurut  hukum,  padahal  Termohon  sudah dipanggil  secara resmi  dan

patut, maka Termohon  harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan  tersebut

harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

cerai  talak  adalah  bahwa  sejak  tahun  2020  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  harmonis,  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keturunan, Termohon

menolak Ketika Pemohon meminta Termohon untuk periksa Kesehatan untuk

program kehamilan. Akibatnya antara Pemohon Termohon sejak Februari 2024,
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Pemohon sudah tidak lagi  tinggal  serumah dengan Termohon dan tidak lagi

memberikan nafkah batin kepada Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut,

Pemohon dalam  gugatannya  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

mengabulkan petitum (1),  (2),  (3) dan (4),  yang akan dipertimbangkan lebih

lanjut oleh Majelis Hakim;

Pembuktian

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil-dalil  gugatan  Pemohon,

ternyata  gugatan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon  disandarkan

kepada  alasan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali

dan telah berpisah selama 3 tahun lamanya,  sehingga berdasarkan Pasal 19

huruf (b)  dan  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo.  Pasal  116

huruf  (b)  dan  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  gugatan  Pemohon  harus

dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian

yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  adalah

permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut,  maka  berdasarkan  Pasal  149  Rechtreglement  voor  de

Buitengewesten (RBg), seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan

verstek tanpa  perlu  membebankan  pembuktian  terlebih  dahulu  kepada

Pemohon,  namun oleh  karena perkara  ini  adalah perkara  perceraian,  maka

mengingat  azas  mempersulit  perceraian  sebagaimana  ditegaskan  dalam

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4

huruf (e) dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Termohon adalah

dilatarbelakangi  oleh  motif  penyelundupan  hukum  dengan  cara  Termohon

sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula

untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan
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cerai)  yang  tidak  dianut  dan  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-

dalil yang dikemukakan oleh pihak yang beperkara, Majelis Hakim selanjutnya

memerintahkan  pihak  yang  beperkara  untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang

diajukan  di  persidangan  tersebut,  sebagaimana  maksud  Pasal  283

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang

mendalilkan  sesuatu  harus  membuktikan,  hal  mana  juga  selaras  dengan

kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin

Ali  bin  Musa Al-Khusrauijrdi  Al-Khurasani  Al-Baihaqi dalam Kitab  Sunan As-

Shaghiir  Al-Baihaqi  Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386,  yang juga dijadikan

pendapat hakim dalam putusan ini;

نن نن عع نب سس ا ببا عي عع نض هه عر بل عما ال هه نن بن عع عل عأ هسو نه عر بل عليه الله صلى ال

عل وسلم "عقا نو:  عطى عل نع هس هي بنا نم ال هه عوا نع عد ععى نب بد لل عل عجا عل نر عوا نم سم عأ نو عق

نم، هه عء عما ند بن عو نك عة عل عن يي عب نل على ا نعي، عع بد هم نل عن ا نمي عي نل على عوا نن عع عر عم عك نن  ".عأ

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang

diberi  segala  yang  mereka  klaim,  manusia  akan  [secara  tidak  adil]

mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab]

pembuktian ada pada penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada

orang yang menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah

menghadirkan alat bukti surat (P.1 dan P.2), dan saksi (Saksi I dan Saksi II); 
Surat (Formil)

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan dalil  gugatannya  Pemohon  di

persidangan  mengajukan  alat  bukti  surat  (P.1)  dan  (P.2),  merupakan  akta

otentik (authentieke akte) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh

karena  itu,  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  suatu  akta  otentik,

yang kekuatan pembuktiannya bernilai  sempurna (volledig bewijskracht),  dan

karena  terhadapnya  tidak  terdapat  bantahan  lawan  serta  isinya  tidak

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka

alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht), setelah
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dicocokkan,  ternyata  sesuai  dengan aslinya,  bermeterai  cukup dan telah  di-

nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement

voor de Buitengewesten (RBg), jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1

huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti

surat  tersebut  dapat  diterima  dan  akan  dipertimbangkan  sepanjang  ada

relevansinya dengan perkara a quo;
Akta Nikah

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  (P)  berupa  Kutipan  Akta

Nikah,  Pemohon  dan  Termohon  telah  terikat  perkawinan  yang  sah,  oleh

karenanya  Pemohon dan  Termohon  adalah  pihak  yang  memiliki  kedudukan

hukum  (legal  standing)  sebagai  pihak  dalam  perkara  a  quo,  sebagaimana

ditentukan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  yang  telah  diubah  dengan  undang-undang  Nomor  16

Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974;  jo.

Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang,  selain  bukti  surat  (P),  Pemohon  tidak  ada  mengajukan

bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan

alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan belum dikaruniai

anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut diatas,  maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa

dalil-dalil  atau  alasan  permohonan  Pemohon  tidak  mampu  dibuktikan  oleh

Pemohon,   maka Majelis  Hakim berkesimpulan permohonan cerai  Pemohon

belum cukup alasan yang sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat

(2) huruf (f) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karenanya  permohonan cerai  Pemohon harus

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dan sependapat

dengan dalil  dari  Kitab Al  Muhadzab Juz 7 halaman 320,  yang diambil  alih

sebagai pendapat majelis:

دعواه        يسمع لم بينة معه يكن لم  فاءن

Artinya  :“Apabila  Pemohon  tidak  dapat  membuktikan,  maka  gugatannya

ditolak”;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  petitumnya  angka  (3)  mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  membebankan  biaya  perkara  menurut  hukum,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Tenggarong  pada  hari  Jum’at,  tanggal  27  Desember  2024  Masehi
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bertepatan dengan tanggal  25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Samsul Bahri,

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., M.H. dan Umaeroh

Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua

Majelis  beserta  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  H.  Mursidi,  S.H.,

M.Hum.  sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Pemohon secara

elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Surya Hidayat, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 354.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00

J u m l a h : Rp 499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
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